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BAB II

KONDISI UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

2.1.   Kondisi Fisik Wilayah

2.1.1. Posisi Geografis, Batas dan Luas Wilayah 

Kabupaten Rote Ndao merupakan wilayah yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil di bagian paling selatan kepulauan Nusantara.  Secara astronomis, daerah ini terletak di antara 10o25’ LS sampai 11o00’ LS dan di antara 121o49’ BT sampai 123o26’BT Kabupaten ini memiliki 102 pulau kecil. Tujuh di antaranya merupakan pulau-pulau yang berpenghuni. Wilayah utama kabupaten ini terdapat di pulau Rote, sebagai pulau yang paling besar di antara 102 pulau yang termasuk wilayah administratif kabupaten Rote Ndao. Enam pulau kecil lain yang berpenghuni adalah pulau-pulau Ndao, Nuse, Landu, Nusa Manuk, Usu I, dan Usu II. Total luas wilayah kabupaten Rote Ndao terdiri dari luas daratan 1.280,10 km2 dan luas lautan 2.376 km2.

Secara administratif, Kabupaten Rote Ndao memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara dan Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sawu, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Fukuafu dan Laut Banda, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Kabupaten Rote Ndao dibagi ke dalam 8 (delapan) kecamatan, 73 desa dan 7 (tujuh) kelurahan.

Berdasarkan posisi geografis dan kondisi wilayah yang digambarkan di atas, Kabupaten Rote Ndao, selain memiliki potensi daratan, juga terutama memiliki potensi bahari yang sangat besar. Kabupaten Rote Ndao memiliki luas wilayah perairan laut cukup luas, dengan total panjang garis pantai kurang lebih 330 km. Pulau Rote memiliki sejumlah pantai yang eksotik, beberapa diantaranya merupakan kawasan surfing terbaik dunia, yakni Pantai Nembrala dan Pantai Boa. Selain potensi ekonomi, Rote Ndao juga memiliki potensi konflik internasional yang signifikan. Kedekatannya dengan wilayah Australia, telah menjadikan Kabupaten Rote Ndao sebagai wilayah transit bagi imigran gelap dari Asia ke Australia. Letaknya yang berbatasan dengan wilayah negara lain juga menimbulkan konflik yang bersifat internasional, akibat aktivitas pelintasan batas negara, baik secara tidak sengaja maupun secara sengaja.

2.1.2. Kondisi Geomorfologi 
Pulau Rote dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, sama seperti pulau Timor, Sabu dan Sumba, terbentuk melalui proses pengangkatan (uplift), sebagai akibat dari pergeseran kerak bumi dari lempeng Australia dan lempeng Asia. Pergeseran antar 2 lempengan tersebut mendorong kerak-kerak kepulauan Nusa Tenggara ke atas. Pengangakatan ini terus berlangsung, dan diperkirakan laju pengangkatan berlangsung beberapa mm per tahun. Akibat dari proses ini, tanah yang terbentuk di kawasan ini umumnya masih berupa tanah-tanah muda dengan solum yang relatif dangkal. Bahan induk utama pembentuk tanah adalah bahan induk koral, dan umumnya bereaksi alkalis. Tanah-tanah utama yang terdapat di pulau Rote adalah tanah-tanah Entisol, Inceptisol dan sedikit Vertisol. Wilayah ini memiliki topografi yang relatif datar, berombak, sampai bergelombang. Ketinggian tempat berkisar di bawah 500 meter dari permukaan laut.

Kendala utama terhadap pengelolaan tanah-tanah tersebut di atas apabila dimanfaatkan untuk produksi pertanian adalah lapisan tanah yang tipis, kesuburan tanah yang rendah, dan ketersediaan air yang terbatas. Produktivitas lahan, secara umum, tergolong rendah. Meskipun demikian, Kabupaten Rote Ndao memiliki potensi bahan tambang yang cukup berarti, terutama bahan tambang golongan C dan golongan B (terutama Mangan).

2.1.3. Iklim dan Hidrologi 
Seperti wilayah kabupaten lainnya di NTT, iklim wilayah Rote Ndao dipengaruhi oleh angin muson yang arah dan waktunya dipengaruhi oleh perubahan musim di benua Asia dan benua Australia. Pengaruh pola angin tersebut menentukan pola musim hujan dan musim kemarau di wilayah Nusa Tenggara, termasuk Kabupaten Rote Ndao. Wilayah ini secara umum memiliki curah hujan yang relatif rendah, 1000-1200 mm per tahun. Musim hujan berlangsung singkat, Desember-Maret, dan musim kemarau berlangsung kurang lebih delapan bulan, April-November. Rata-rata kelembaban udara juga tergolong rendah, yakni 60-70%. Suhu minimum dan maksimum rata-rata, masing-masing adalah 24 dan 32oC. Suhu yang relatif tinggi pada satu sisi dan kelembaban udara yang rendah pada sisi yang lain menyebabkan laju evapotranspirasi yang tinggi. Rata-rata evapotranspirasi potensial adalah 6 mm/hari atau 2160 mm/tahun. Angka evapotranspirasi yang lebih tinggi daripada angka curah hujan mengindikasikan defisit air yang cukup besar, dan berdampak pada rendahnya potensi air permukaan dan air bawah permukaan. Kondisi ini juga berimplikasi pada sistem produksi pertanian yang bersifat musiman dan didominasi sistem pertanian lahan kering atau tadah hujan.
Potensi hidrologi kabupaten Rote Ndao relatif terbatas. Potensi air permukaan terdiri dari sungai dan danau. Jumlah sungai yang berair sepanjang tahun hanya berjumlah 12 buah. Sungai terbesar adalah Sungai Menggelama, dengan panjang sungai 32 km. Sementara jumlah danau yang berair sepanjang tahun adalah enam buah, dengan total volume 7.000.000 m3. Selain air permukaan, potensi air tanah juga sudah diidentifikasi. Pada tahun 2005, 30 unit sumur bor sudah dibangun di Kabupaten Rote Ndao, dengan debit bervariasi antara 0,90 dan 343,38 L/detik, dan kedalaman bervariasi antara 2,8 dan 28,4 meter.
2.2. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 
2.2.1. Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Rote Ndao sampai tahun 2007 telah mencapai 109.610 orang dan merupakan 2,53% dari total penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk periode Tahun 2003 – 2007, pertumbuhan penduduk Kabupaten Rote Ndao rata-rata sebesar 1,22% per tahun, lebih rendah dari tingkat pertumbuhan penduduk Provinsi NTT yang mencapai 1,96% per tahun. Tingkat pertumbuhan penduduk tersebut masih tergolong dalam kategori pertumbuhan sedang. 
Kepadatan penduduk Kabupaten Rote Ndao pada Tahun 2007 adalah 80 jiwa/Km2, dengan pola persebaran antar kecamatan yang kurang merata. Ada 3 (tiga) kecamatan yang paling padat penduduknya yaitu Rote Barat, Lobalain dan Rote Barat Laut dengan kepadatan lebih dari 100 jiwa/Km2, sementara beberapa kecamatan lainnya masih tergolong tidak padat.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Rote Ndao (sekitar 67%) bekerja di sektor primer, khususnya sektor pertanian, dan hanya sebagian kecil yang bekerja di sektor sekunder dan tertier. Potensi pengembangan sektor sekunder dan tertier untuk menjadi lapangan kerja penduduk adalah sektor off farm dan pariwisata.

Dari sudut pendidikan penduduk, porsi penduduk umur lebih dari sepuluh tahun yang tidak mempunyai ijasah (39.59%), dan yang berpendidikan SD sebesar 38.11%. Masih ada sekitar 21,46% penduduk usia 13-15 tahun yang tidak pernah dan/atau tidak menyelesaikan pendidikan dasar khususnya pendidikan SMTP, serta sekitar 50,78% yang tidak pernah sekolah dan tidak menyelesaikan pendidikan menengah. Sementara dari sudut kemampuan membaca dan menulis; Kabupaten Rote Ndao tergolong baik, dimana sekitar 89% penduduk tergolong dapat membaca dan menulis. Masih ada sekitar 11% penduduk yang tergolong buta huruf.
2.2.2. Pendidikan 
2.2.2.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak usia 2 – 6  tahun  dan dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. PAUD dibedakan dalam tiga bentuk yaitu  formal, non formal dan informal. PAUD formal berbentuk taman kanak-kanak (44 TK pada tahun 2008) atau bentuk lain. Pada jalur non formal, PAUD berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, atau bentuk lain, dan jalur informal seperti yang dislenggarakan di tempat-tempat ibadah atau perorangan.

Akses penduduk/masyarakat terhadap lembaga PAUD dinilai masih kurang, hal ini terbukti dengan keberadaan lembaga PAUD masih berpusat di wilayah perkotaan, sehingga partisipasi masyarakat terhadap PAUD, terbatas pada masyarakat kota. Di samping itu, keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD  masih rendah. 
2.2.2.2. Pendidikan Dasar 9 Tahun

Kapasitas Sekolah.-- Sampai pada Tahun 2007 jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Rote Ndao sebanyak 130 buah, dengan jumlah guru 894 orang dan murid sebanyak 14.642 orang. Kapasitas SD antara lain dapat dinilai dari Rasio Guru-Sekolah, Rasio Murid-sekolah dan Rasio Murid-guru. Secara keseluruhan Rasio Guru-sekolah sekitar 7 guru/sekolah, tergolong cukup, tetapi di tiga kecamatan masih tergolong kurang dengan rasio 5 guru/sekolah, yaitu di Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, dan Rote Tengah.

Sementara itu rasio Murid-sekolah SD dinilai ideal jika diasumsikan setiap sekolah ada 6 ruang kelas, demikian juga dengan rasio Guru-murid. Kondisi ideal ini perlu dipertahankan demi kemajuan pendidikan penduduk dan perbaikan mutu SDM 
Untuk tingkat pendidikan SMTP sebagai bagian dari pendidikan dasar 9 tahun, tercatat jumlah sekolah sebanyak 22 buah dengan guru sebanyak 314 orang dan murid sebanyak 4.842 orang. Kapasitas SMTP masing-masing: rasio guru-sekolah sebesar 14 guru/sekolah, 220 murid per sekolah dan sekitar 15 murid per guru. Ukuran kapasitas SMTP masih belum merata antar wilayah kecamatan.

Kecamatan-kecamatan dengan kapasitas SMTP yang masing rendah dan tertinggal terutama tentang persoalan kekurangan guru adalah Kecamatan Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Tengah, dan Pantai Baru.
Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar.-- APM merupakan suatu variabel yang menunjukkan tingkat partsipasi masyarakat dalam pendidikan. Nilai APM menggambarkan persentase anak usia sekolah tertentu yang bersekolah pada tingkat sekolah tertentu dengan usia yang tepat.
Di Kabupaten Rote Ndao APM SD maupun SMTP terus meningkat dari tahun 2004 ke  tahun 2007. APM SD di Tahun 2007 sudah mencapai 89,67% sementara APM SMTP sebesar 94.30%. Walaupun terjadi peningkatan, tetapi keduanya masih di bawah 100%, pada hal  pendidikan dasar 9 tahun merupakan kewajiban, dimana seharusnya APM SD dan SMTP sudah mencapai 100%.
Kualitas Pendidikan Dasar.-- Kemajuan pendidikan di suatu wilayah ditentukan juga oleh mutu pendidikan itu sendiri. Ukuran mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia antara lain adalah Tingkat Kelulusan Siswa dan Nilai Ebtanas Murni (NEM). 
Untuk pendidikan SD tingkat kelulusan siswa di Kabupaten Rote Ndao meningkat secara merata di semua wilayah, dan dapat dikatakan sudah tergolong tinggi (mendekati 100%). Hal ini berbeda dengan Tingkat kelulusan siswa SMTP yang cenderung menurun dari tahun 2005 ke 2007. Tingkat kelulusan yang masih rendah terjadi di Kecamatan Rote Barat, Lobalain dan Rote Timur, sementara itu NEM Pendidikan Dasar (SD dan SMTP) meningkat cukup nyata antara Tahun 2004 dan Tahun 2007. NEM SD tahun 2006/2007 telah mencapai 6.72 sedangkan NEM SMTP 6.63. Walaupun peningkatan NEM pendidikan dasar telah terjadi, tetapi masih tergolong rendah, oleh karenanya usaha untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dasar perlu terus dipacu secara serius, agar peningkatannya lebih tinggi.
2.2.2.3. Pendidikan Menengah 
Kapasitas Sekolah Menegah.-- Jumlah sekolah SMTA baik SMU maupun SMK, di Kabupaten Rote Ndao secara umum telah menyebar merata di semua wilayah kecamatan yang ditunjukkan oleh ukuran rasio Murid dan Sekolah yang cenderung sama. Ketimpangan antar wilayah terlihat dari rasio Guru-sekolah dan Rasio Murid-guru, yang menunjukkan di wilayah kecamatan tertentu masih sangat kekurangan guru, seperti di Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Lobalain dan Pantai Baru.
APM Pendidikan Menegah.-- Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan menangah masih rendah walaupun telah terjadi peningkatan berarti antara Tahun 2004 – 2007 (meningkat sekitar 4 %). Hal ini sejalan dengan masih tingginya penduduk usia pendidikan menengah yang tidak pernah sekolah dan/atau tidak bersekolah lagi yang mencapai 50,78%., 
Kualitas Pendidikan Menegah.-- Secara umum, tingkat kelulusan siswa pendidikan menengah di Kabupaten Rote Ndao meningkat dari 53,24% di Tahun 2005 menjadi 82,19% di Tahun 2007, tetapi di Kecamatan Lobalain justru menurun tajam dari 84,75% menjadi 56,57% untuk periode yang sama.
Sementara itu, NEM SMTA juga meningkat tajam dari kondisi di tahun 2004 ke tahun 2007. Hal ini menunjukkan adanya usaha keras pemerintah dan masyarakat Rote Ndao untuk memajukan kualitas pendidikan. Namun demikian, NEM SMTA masih terus ditingkatkan karena pentingnya mutu SDM di masa mendatang dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat.
2.2.3. Kesehatan 

Sarana dan Prasarana Kesehatan .-- Aksesibilitas masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan adalah aspek penting dalam membentuk SDM berkualitas dari sisi kesehatan. Rasio jumlah penduduk terhadap Rumah Sakit mencapai 109.610 orang/1 RS, secara konsep sudah ideal, tetapi mengingat sistem transportasi darat di Rote Ndao yang masih tertinggal sehingga jarak dan waktu tempuh ke RS meningkat, menyebabkan ukuran rasio di atas masih cukup tinggi.

 Sementara itu, rasio jumlah penduduk dengan puskesmas juga masih tergolong tinggi, yaitu 9.134 org/puskesmas. Rasio ini semakin besar jika hanya dilihat puskesmas rawat inap yang mencapai 27.403 org/puskesmas rawat inap. Oleh karenanya, perlu adanya peningkatan status puskemas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap.


Rasio penduduk dengan PUSTU sudah relatif baik yaitu 1.461 orang/PUSTU, demikian juga rasio penduduk dengan Posyandu. Tetapi usaha meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana kesehatan perlu terus ditingkatkan, termasuk dengan meningkatkan PUSTU menjadi Puskesmas, serta mengoptimalisasikan peran Posyandu untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Tenaga Kesehatan .-- Tinggi-rendahnya aksesibilitas penduduk terhadap sarana kesehatan tidak berarti apabila ketersediaan tenaga kesehatan dalam melayani mayarakat. Secara umum ukuran ketersediaan tenaga kesehatan per 100.000 penduduk di Kabupaten Rote Ndao lebih baik dari kondisi provinsi NTT, tetapi masih jauh dibanding kondisi nasional. Walaupun demikian, masih banyak jenis tenaga kesehatan lain yang belum tersedia untuk suatu sistem pelayanan kesehatan yang baik, seperti ahli gizi, apoteker, dan sarjana kesehatan masyarakat.
Obat dan Perbekalan Kesehatan.-- Pada umumnya kondisi ketersediaan sarana pelayanan obat di Provinsi NTT, termasuk di Kabupaten Rote Ndao masih terbatas, baik itu Apotek, Toko Obat, Gudang Obat, Pedagang Besar Farmasi dan Penyalur Alat Kesehatan. Pada umumnya sarana pelayanan obat yang ada masih menumpuk di perkotaan dan belum menjangkau wilayah-wilayah pedalaman. Hal ini tentu akan mempersulit sistem pelayanan kesehatan kepada masyarakat.  Ukuran-ukuran ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas obat dan perbekalan kesehatan adalah unsur-unsur penting dalam menunjang sistem pelayanan kesehatan yang optimal. Untuk melayani penduduk sejumlah 109.610 jiwa (data Tahun 2007) yang meyebar di wilayah seluas 1.280 Km2, Kabupaten Rote Ndao hanya mempunyai 2 buah Apotik dan 1 buah gudang obat. Hal ini menggambarkan kondisi ketersediaan, keterjangkauan, dan mungkin kualitas obat dan perbekalan kesehatan di Kabupaten Rote masih jauh dari memadai.
Masalah Kesehatan Masyarakat.-- Dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir profil kesehatan masyarakat di Rote Ndao menunjukan bahwa Angka Kesakitan Penduduk atau morbiditas masih didominasi oleh  penyakit-penyakit infeksi  dan menular seperti ISPA , Malaria, sistem otot dan jaringan, infeksi kulit, dan diare. Penyakit menular di Kabupaten Rote Ndao yang perlu diwaspadai karena berpotensi menjadi KLB adalah malaria dan diare. Data Tahun 2006 menunjukkan bahwa penduduk yang terkena malaria secara klinis mencapai 16.024 orang, dan 428 diantaranya positif. Sementara itu, pada tahun yang sama kejadian diare terjadi pada lebih dari 2000 orang.
Status gizi masyarakat dapat diukur melalui indikator-indikator, antara lain status gizi balita dan status gizi ibu hamil. Status gizi Balita di NTT pada tahun 2005 sampai dengan 2007 mengalami penurunan, namun jika digabungkan dengan status Balita Gizi kurang nampak mengalami peningkatan, hal mana mengindikasikan situasi yang belum kondusif. Situasi rawan gizi tersebut pada umumnya merata diseluruh kabupaten di NTT, kecuali  kabupaten Manggarai. Kabupaten Rote Ndao termasuk dalam 3 (tiga) kabupaten terbanyak balita dengan status gizi buruk dan gizi kurang, yang mencapai 3.968 orang di Tahun 2006.
Tingkat mortalitas bayi di NTT pada Tahun 2006 mencapai 1,50%. Di Kabupaten Rote Ndao, tidak ada data tentang jumlah bayi lahir, sehingga perhitungan tingkat kematian bayi tidak dilakukan, tetapi antara Tahun 2004 ke 2007, jumlah bayi lahir mati cenderung meningkat, terutama terjadi di Tahun 2005 dan 2006. Sementara jumlah BALITA mati untuk periode yang sama menurun drastis dari 56 orang di Tahun 2004 menjadi hanya 10 orang di Tahun 2007. 

Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Rote Ndao cenderung menurun dari 45,52/1000 Kelahiran Hidup (KH)  di Tahun 2005 menjadi 31,28/1000 KH di Tahun 2006. Sehingga telah memenuhi target Indonesia Sehat 2010 yang menetapkan 40/ 1000 KH. Angka Kematian Balita (AK balita) juga menurun menjadi 15,10/KH di tahun 2006 dari 25,13 per 100 KH di Tahun 2005.

Sementara itu, jumlah kematian ibu hamil, kematian ibu bersalin dan kematian ibu nifas di Kabupaten Rote Ndao relatif kecil, yaitu hanya 6 kasus di Tahun 2007 yang terlaporkan. Tetapi kematian ibu yang tidak dilaporkan diduga juga terjadi. Oleh karenanya, pengembangan sistem data kesehatan ibu dan anak khususnya dan semua data kependudukan umumnya perlu diprogramkan.
Angka kematian ibu melahirkan pada Tahun 2006 sebesar 216 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) menurun dari 616 per KH di Tahun 2005. Angka kematian ibu melahirkan pada Tahun 2006 masih tergolong tinggi dibanding target Indonesia Sehat 2010 yaitu: 150 per KH.

Perilaku Kesehatan Masyarakat.-- Dari 11.378 rumah tangga terpantau di Tahun 2006, terdapat hanya 50,62% rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih. Kondisi tersebut sedikit meningkat dari keadaan Tahun 2005 yang hanya 50,25% rumah tangga dengan perilaku hidup sehat. Indikator lain yang berhubungan dengan perilaku hidup sehat adalah jumlah bayi yang diberi ASI Eksklusif. Pada Tahun 2006 bayi yang diberi ASI Eksklusif hanya 36,22%, menurun dibanding Tahun 2005 yang mencapai 54,37%.
Kesehatan Lingkungan.-- Kondisi kesehatan lingkungan ditinjau dari indikator Persentase Rumah Sehat, menunjukkan bahwa pada Tahun 2006, Kabupaten Rote Ndao masih jauh berada di bawah target Indonesia Sehat 2010 (IS 2010). Target IS 2010 tentang persentase rumah sehat adalah 80,00% jauh di atas kondisi Rote Nadao yang masih berada pada level 32,58% di Tahun 2006. Dengan demikian, menjelang tahun 2010 yang tinggal satu tahun lagi, dituntut kerja keras pemerintah dan masyarakat Rote Ndao.
2.2.4. Keluarga Berencana 
Tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber KB di Kabupaten Rote Ndao secara umum masih sangat rendah, terutama di 7 (tujuh) kecamatan (di bawah 30%), terkecuali di Kecamatan Rote Timur yang mencapai 89,42%. Hal ini kemungkinan berhubungan dengan cara pandang masyarakat, serta keterbatasan kemampuan pelayanan pemerintah.
2.2.5. Kesejahteraan Sosial 

Negara mempunyai kewajiban untuk memelihara penduduk yang terkategori terlantar. Dalam definisi bidang sosial, penduduk terlantar disebut sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Jumlah PMKS di Kabupaten Rote Ndao pada Tahun 2007 mencapai 5.547 orang atau 5,06% dari jumlah penduduk di tahun yang sama.

Penduduk PMKS didominasi oleh kelompok “Keluarga Rentan” sebesar 58,59%, diikuti oleh “lansia terlantar” (28,21%), dan “anak jalanan” (6,31%). Sisanya adalah “anak terlantar”, “eks. Napi” dan “KAT”. 
2.2.6. Perempuan dan Anak 

Penduduk perempuan di Kabupaten Rote Ndao sebesar 49,20% dari total penduduk Tahun 2007. Dari jumlah keseluruhan penduduk perempuan (53.930 jiwa), 12,63% tergolong Balita, 30,91% anak-anak, 30,29% tergolong dalam usia pemuda dan 20,17% tergolong usia dewasa. Penggolongan ini penting untuk memahami dengan baik sasaran dari pemberdayaan perempuan.

Pemberdayaan perempuan yang ber-horison jangka panjang selayaknya bersasaran pada mutu SDM perempuan pada kelompok umur balita, anak dan pemuda yang secara total merupakan 74% persen dari total penduduk perempuan di Kabupaten Rote Ndao.

Sementara itu, masalah kesejahteraan anak juga menjadi penting diperhatikan, termasuk kemungkinan kekerasan terhadap anak, walaupun data tentang persoalan kesejahteraan dan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Rote Ndao belum tersedia. Tetapi, yang jelas bahwa  jumlah kelompok penduduk umur anak-anak di Rote Ndao pada Tahun 2007 mencapai 35.233 jiwa atau 32,14% dari total penduduk.

2.2.7. Pemuda 

Kelompok pemuda, baik itu perempuan maupun laki-laki; merupakan 29,08 % dari total penduduk Rote Ndao Tahun 2007. Kelompok ini menjadi penting karena banyak persoalan yang mereka hadapi menjelang dewasa, terutama persoalan kesempatan kerja serta ketrampilan. Persoalan seperti itu tidak jarang menimbulkan problem keamanan dan ketertiban di masyarakat. Oleh karenannya, pemuda semestinya mendapat perhatian dalam program-program pemberdayaan, terutama untuk dapat memasuki persaingan kerja maupun untuk dapat berusaha sendiri.
2.2.8. Agama 

Pemeluk Agama Kristen Protestan merupakan mayoritas di Kabupaten Rote Ndao yang mencapai 93,98%, diikuti pemeluk Islam dan Kristen Katholik. Walaupun demikian, tidak ada tirani mayoritas dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat Rote Ndao. Kondisi ini harus tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan kualitasnya.


Dari sudut ketersediaan prasarana peribadatan, nampak bahwa melalui partisipasi umat, ketersediaan rumah ibadat untuk semua golongan agama cukup memadai. Pemerintah perlu memberi apresiasi dan dukungan bagi peningkatan kualitas rumah ibadat, serta kegiatan-kegiatas sosial keagamaan.
2.3. Ekonomi 
2.3.1. Kondisi Makro Ekonomi Regional 

1. Secara struktural, perekonomian Kabupaten Rote Ndao masih didominasi oleh sektor pertanian, di mana selama lima tahun terakhir proporsi kontribusi sektor ini masih di atas 50%. Walaupun sektor sekunder dan tersier mulai tampak peranannya, akan tetapi masih lamban laju perubahannya. Kondisi ini mencerminkan bahwa perubahan struktur perekonomian regional di Kabupaten Rote Ndao yang merupakan indikasi perubahan perekonomian regional yang penting dan nyata, belum berjalan. Peranan sektor jasa sebagai pembentuk sektor tersier walaupun cukup besar akan tetapi lebih didominasi oleh jasa pemerintahan. Ini berarti bahwa ketergantungan terhadap bantuan dan subsidi pemerintah masih sangat dominan, dan tentunya untuk jangka panjang kedepan harus ada upaya untuk lebih meningkatkan peran sektor produksi domestik sehingga dapat mensubsitusi ketergantungan yang terjadi saat ini.

2. Sektor pertanian walapun masih berperan kuat dan mendominasi struktur perekonomian regional Kabupaten Rote Ndao, akan tetapi dari sisi laju pertumbuhannya menunjukkan kecenderungan penurunan, bahkan hanya 3,67% dan di bawah rata-rata pertumbuhan sektoral sebesar 4,38% pada kurun waktu lima tahun terakhir. Padahal dari sisi penyerapan tenaga kerja, hampir 70% TK saat ini bekerja di sektor pertanian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tekanan terhadap sektor pertanian cukup berat, sehingga diperlukan upaya nyata dan serius terutama dalam mendorong pengembangan kelompok sektor sekunder dan tersier sehingga dapat menampung pertumbuhan TK yang akan meningkat sejalan pertumbuhan dan perubahan struktur umur penduduk. 

3. Analisis pertumbuhan ekonomi yang didekati dengan pendekatan pertumbuhan PDRB, memperlihatkan bahwa pertumbuhan PDRB Kabupaten Rote Ndao pada periode 2002-2005 rata-rata sebesar 4,38% (tidak mencapai 5%) atau dibawah rata-rata nasional sebesar 5,10%, walaupun demikian masih di atas rataan pertumbuhan NTT pada tahun sama yang hanya mencapai 3,10%. Jika kondisi demikian terus berlangsung, maka ketertinggalan Kabupaten Rote Ndao dan juga NTT akan semakin melebar dibanding dengan kondisi perekonomian nasional. Pertumbuhan PDRB yang relatif rendah juga akan berpengaruh terhadap tingkat perkembangan indikator ekonomi regional lainnya, seperti tingkat penyediaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, perubahan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Laju pertumbuhan PDRB per kapita yang menunjukkan produktivitas PDRB yaitu kemampuan setiap penduduk menghasilkan barang dan jasa di Kabupaten Rote Ndao memperlihatkan kecenderungan peningkatan antara tahun 2003 dan 2004 (Rp.2.607,980,- – Rp. 2,697,521,-), sementara pada tahun 2005 agak menurun menjadi sebesar Rp. 2,640,685,-. Dibandingkan dengan rata-rata PDRB per kapita penduduk NTT relatif lebih besar, di mana pada tahun yang sama (tahun 2005) NTT hanya sebesar Rp.2.315.720,-/tahun. Walaupun demikian jika diamati tingkat pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Rote Ndao relatif lebih rendah yakni sebesar 0,66%, sementara pada kurun waktu yang sama pertumbuhan PDRB per kapita NTT sebesar 2,36%. Gambaran di atas memberikan pemahaman bahwa walaupun pada kurun waktu tersebut laju produktivitas PDRB relatif lebih tinggi, akan tetapi dengan laju pertumbuhan yang lebih lamban mengakibatkan geliat perkembangan ekonomi regional Kabupaten Rote Ndao akan mengalami persoalan. Persoalan yang dimaksud bahwa ketertinggalan bisa saja menjadi perbedaan yang semakin lebar apabila laju pertumbuhan penduduk tidak bisa dikendalikan sementara tidak dibarengi dengan perbaikan struktur ekonomi yang lebih produktif. 
5. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rote Ndao diwarnai oleh pertumbuhan yang tinggi di atas rata-rata antara tahun 2002-2005 pada sektor-sektor antara lain : a) Pertambangan dan penggalian; b) Bangunan dan Konstruksi; c) Pengangkutan dan Komunikasi, dan d) Jasa-jasa, khususnya jasa pemerintahan. Mencermati kondisi ini menunjukkan bahwa pada hakekatnya peluang pegembangan sektor-sektor di luar sektor primer (pertanian) cukup besar, tidak saja dalam mendongkrak perekonomian di Kabupaten Rote Ndao secara menyeluruh, juga sekaligus diharapkan dapat menampung lonjakan tenaga kerja dan mengurangi beban yang selama ini harus ditanggung oleh sektor pertanian.

6. Perhitungan nilai Indeks Dominansi Sektor (IDS)  yang menunjukkan dominansi suatu sektor pada perekonomian suatu wilayah dan nilai Indeks Potensi Pertumbuhan Sektor (IPPS) yang menunjukkan potensi pertumbuhan suatu sektor di Kabupaten Rote Ndao memperlihatkan bahwa sektor yang merupakan sektor dominan dan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi di Kabupaten Rote Ndao adalah sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel serta Jasa-Jasa.  Mencermati bahwa sektor-sektor ini merupakan pembentuk/penunjang pengembangan sektor pariwisata, sebagai sektor unggulan dan andalan kedepan, maka pilihan pengembangan kedua sektor ini menjadi strategis untuk dilaksanakan secara konsisten. 

7. Untuk sektor Pertanian, walaupun dominan akan tetapi memiliki potensi pertumbuhan yang rendah, sementara sektor Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Bangunan/Konstruksi serta Pengangkutan dan Komunikasi, walaupun bukan merupakan sektor yang dominan, akan tetapi memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Mengacu pada fenomena ini, dapat disimpulkan bahwa tekanan terhadap sektor pertanian sebagai penyerap TK yang besar sudah seyogianya diatasi dengan menyediakan peluang pengalihan TK ke sektor yang dominan dan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, yakni sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel serta Jasa-Jasa. Akan tetapi perlu diingat bahwa pengalihan tersebut harus diikuti dengan upaya peningkatan kualitas TK, karena sektor-sektor yang dimasuki relatif menuntut kualitas dan keterampilan TK yang lebih tinggi. 
8. Implikasi ekonomi yang dapat dijelaskan apabila ketergantungan TK pada sektor pertanian terus meningkat, menyebabkan persoalan produktivitas TK menjadi sangat rendah, maka tingkat produksi sektor ini harus didistribusikan kepada sejumlah TK yang ada. Akibatnya Produktivitas Marginal TK (Marginal Produktivity of Labor) di sektor pertanian semakin berkurang, yang pada gilirannya berimplikasi pada rendahnya tingkat upah yang diterima sekaligus berdampak pada banyaknya pengangguran tersembunyi (under unemployment). Mengatasi permasalahan yang ada, maka peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian perlu menjadi prioritas kedepan, sehingga selain sebagai katup pengaman lonjakan TK yang ada, diharapkan juga sektor ini dapat memainkan peran yang lebih dalam menopang pembangunan sektor industri, pariwisata dan jasa-jasa lainnya di Kabupaten Rote Ndao. 

9. Dari sisi pembangunan regional Kabupaten Rote Ndao, dapat dikatakan bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir telah memperlihatkan perubahan yang secara fisik kewilayahan kearah yang lebih baik. Kualitas prasarana transportasi dan aksesibilitas antar bagian wilayah juga semakin baik. Namun demikian harus diakui bahwa derajad kesejahteraan masyarakat pemukim antar bagian wilayah masih menunjukkan disparitas yang nyata, dimana ada kecenderungan tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah Tengah dan Timur masih relatif lebih baik dibanding penduduk bagian Selatan dan Barat. Bahkan penduduk yang bermukim di wilayah pulau-pulau di bagian selatan Rote masih jauh dari sentuhan kesejahteraan  sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan. Fenomena disparitas antar bagian wilayah ini sudah saatnya diatasi dengan menerapkan strategi pembangunan yang lebih tepat, terutama dengan mengoptimalkan potensi SDA dan keunggulan service area sehingga untuk jangka menengah dan jangka panjang 20 tahun kedepan dapat meminimalkan isue disparitas ekonomi yang muncul.
2.3.2. Kesejahteraan Masyarakat Dan Tenaga Kerja 

1. Publikasi BPS Kabupaten Rote Ndao, memperlihatkan bahwa rataan pendapatan penduduk mengalami peningkatan antara tahun 2005-2007, yaitu dari Rp.3.040.050,-/kapita/tahun di tahun 2005 menjadi Rp.3.341.979,-/kapita/tahun di tahun 2007. Capaian di atas merupakan suatu prakondisi yang sangat baik, serta diharapkan dapat terus berkelanjutan, sehingga paling tidak upaya penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten ini secara signifikan dapat terjadi. Strategi dan kebijakan yang diperlukan paling tidak secara langsung menyentuh pemenuhan kebutuhan dan peningkatan daya beli masyarakat. Dalam hal ini mendorong pengembangan sektor produksi yang mampu menyerap TK sekaligus potensial dalam pertumbuhannya. 

2. Kemiskinan masih merupakan persoalan krusial untuk ditangani paling tidak agar dapat memenuhi salah satu agenda MDGs yakni pengentasan kemiskinan.  Batas garis kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao meningkat dari Rp.100.107,- pada tahun 2006 menjadi  Rp.106.273,- pada tahun 2007, dan garis kemiskinan ini merupakan nilai terendah dibanding Kabupaten lainnya di NTT. Mengacu pada batasan garis kemiskinan ini, data BPS memperlihatkan bahwa antara tahun 2005-2007 terjadi peningkatan proporsi penduduk miskin di Kabupaten Rote Ndao, yakni dari 27,43% meningkat menjadi 28,26%. Persentase ini tampaknya masih di atas rataan persentase penduduk miskin di NTT yakni sebesar 27,51% pada tahun 2007. Jumlah dan persentase penduduk miskin yang relatif banyak merupakan beban ekonomi bagi daerah dan sekaligus memberikan implikasi bahwa masih sangat rendahnya kemampuan wilayah dan masyarakat di Kabupaten ini dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan. Untuk itu design kebijakan yang tepat dengan sasaran dan arah yang jelas sebagai wujud kemauan yang kuat dari pemerintah Kabupaten dalam mengatasi permasalahan kemiskinan perlu menjadi prioritas dalam implementasi berbagai bidang pembangunan.

3. Data BPS memperlihatkan bahwa pada tahun 2007 dari 56 ribu penduduk yang merupakan angkatan kerja, kurang lebih 69% (38.640 orang) adalah mereka yang bekerja;  2,75% (15.400 orang) yang sedang mencari pekerjaan dan sisanya termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja. Memahami kondisi aktual yang ada, maka dapat dikatakan bahwa pengangguran terbuka relatif rendah. Yang menjadi permasalahan bahwa dapat dipastikan mereka yang terkategori sebagai pengangguran terselubung atau setengah menganggur (yang bekerja < 8 jam per hari atau  < 35 jam per minggu) masih cukup besar. Jika diasumsikan bahwa elastisitas kesempatan kerja di Kabupaten Rote Ndao adalah sama dengan rata-rata di Nusa Tenggara Timur (NTT), maka hasil pengumpulan  data BPS NTT diperoleh rata-rata elastisitas kesempatan kerja tahun 2003-2005 adalah 0,292%, artinya setiap peningkatan 1% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan menciptakan kesempatan kerja sebesar 0.292%.  Dengan demikian upaya mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, maka upaya peningkatan laju pertumbuhan PDRB dan atau ekonomi regional mutlak diperlukan.

4. Sampai tahun 2007 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Rote Ndao sebesar 73,38%. Ini berarti bahwa setiap seratus penduduk di atas 15 tahun, yang merupakan angkatan kerja sebanyak 73 orang lebih. Sementara itu dependency ratio (banyaknya  penduduk usia non-produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif) tercatat sebesar 71,20% pada tahun 2007.  Dari gambaran data yang ada, dapat disimpulkan bahwa walaupun tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Rote Ndao relatif rendah, akan tetapi tanggung jawab ekonomi angkatan kerja termasuk kelompok usia produktif relatif besar. Dengan demikian apabila lapangan kerja yang tersedia terbatas, menyebabkan kesempatan meraih pekerjaan menjadi rendah, yang pada gilirannya berdampak kepada rendahnya pendapatan dan produktivitas TK yang ada. Mengatasi persoalan yang ada, maka upaya penciptaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha melalui optimalisasi potensi sektor-sektor produktif yang unggul dan dipadukan dengan peningkatan kualitas TK secara terus menerus merupakan langkah strategis yang harus dikembangkan untuk jangka menengah dan panjang kedepan.
2.3.3. Sektor-Sektor Produksi 

1. Pada tataran makro ekonomi regional, dominasi peran sektor pertanian yang ditampilkan pada hakekatnya didukung paling tidak oleh tiga sub sektor produksi utama yakni tanaman bahan makanan; peternakan dan perikanan yang memberikan kontribusi masing-masing 15,05%, 22,20%, dan 14,70%  pada tahun 2005. Sementara untuk sub sektor kehutanan dan perkebunan relatif memberikan kontribusi yang masih rendah, yakni di bawah 2%.

2. Dari sudut rata-rata pertumbuhan selama periode 2002-2005, sub sektor: (a) tanaman perkebunan, (b) peternakan dan hasil-hasilnya serta (c) perikanan menunjukkan pertumbuhan relatif tinggi dibanding sub sektor tanaman bahan makanan dan kehutanan. Dari sudut kemantapan  pertumbuhan, hanya sub sektor perikanan yang tidak pernah mengalami pertumbuhan yang negatif. Berdasarkan pada kondisi aktual yang ada serta tanpa mengesampingkan keterandalan dari sub-sub sektor lainnya, maka pada hakekatnya tumpuan peningkatan peran sektor pertanian sebagai salah satu penggerak perekonomian lebih rasional dibebankan kepada sub sektor perikanan. Di samping itu upaya-upaya identifikasi, inventarisasi dan intensifikasi komoditi-komoditi unggul dan khas (terutama komoditi di luar sub sektor perikanan) yang dimiliki Kabupaten Rote Ndao perlu dilaksanakan, sehingga optimalisasi dukungan SDA yang ada dari tahun ke tahun dapat terus ditingkatkan dan dimantapkan perannya. 
3. Tanaman Pangan dan Perkebunan

Pada tahun 2007 potensi lahan untuk produksi tanaman pangan dan tanaman perkebunan di Kabupaten Rote Ndao cukup besar, yakni 47.673 hektar. Dari luasan lahan tersebut, 17.515 ha (36,74%) adalah lahan yang potensial untuk usahatani sawah dan 30.158 ha (63,26%) potensial untuk usahatani lahan kering. Saat ini, potensi ini baru 50% untuk lahan sawah dan 25% untuk lahan kering yang secara fungsional dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan gambaran ini dapat dikatakan bahwa pemanfaatan potensi lahan relatif masih rendah, sehingga tersedia peluang untuk perluasannya. 

Kendala-kendala penting yang dihadapi dalam upaya optimalisasi pemanfaatan lahan dan upaya perbaikan produktivitas lahan adalah antara lain solum tanah yang dangkal, kesuburan tanah yang rendah, dan ketersediaan air yang sangat terbatas. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan perbaikan teknologi pengelolaan lahan. Mengingat pertambahan penduduk yang terus meningkat yang berdampak pada peningkatan permintaan pangan masyarakat, maka upaya peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal merupakan solusi yang dapat ditempuh. 

Selain mengatasi kendala teknis yang ada, upaya-upaya lain yang juga diperlukan meliputi pembinaan teknologi produksi dan budidaya, penyediaan sarana produksi secara lokal dan kontinyu, bantuan permodalan melalui peningkatan partisipasi swasta dan masyarakat, serta dorongan penerapan sistem pemasaran yang dapat merangsang pertumbuhan usaha sangat diperlukan. Kesemuanya itu untuk jangka panjang 20 tahun kedepan, maka penerapan konsep pengembangan sistem agribisnis usaha tanaman pangan dan perkebunan diperkirakan pendekatan yang tepat untuk dilaksanakan secara konsisten dan berkelajutan.
4. Kehutanan

Luas kawasan hutan di daerah ini adalah 36.689 ha, atau kurang lebih 31% dari total luas wilayah kabupaten. Total luas hutan dimaksud terdiri dari hutan lindung 1.207 ha, hutan produksi 799 ha, hutan produksi terbatas 240 ha, hutan konversi 987 ha dan hutan margasatwa  435 ha. Meskipun total luas areal hutan tergolong cukup besar, kondisi kawasan hutan di daerah ini masih memprihatinkan. Sebagian besar areal kawasan telah mengalami degradasi, akibat penebangan yang tidak terkontrol, dan usaha reboisasi yang belum berhasil dengan baik. Akibatnya pada tahun 2007  luas lahan dalam kawasan hutan yang termasuk ke dalam kategori kritis adalah 663 ha.

Produksi hutan utama adalah kayu-kayuan, berupa kayu rimba campuran dan kayu jati, dan beberapa hasil hutan non-kayu. Jikalau kawasan hutan yang ada tidak dikelola secara baik, maka untuk jangka panjang ke depan dapat dipastikan total areal kawasan akan semakin berkurang bahkan meningkatnya areal lahan kritis tidak dapat dihindari. Pada kondisi demikian ancaman kelangkaan ketersediaan air tanah dapat saja terjadi, yang pada gilirannya mempengaruhi berbagai aktivitas perekonomian lainnya. Dengan demikian, maka upaya pembinaan dan pengelolaan kawasan hutan dengan pelibatan masyarakat dan dunia usaha merupakan langkah strategis yang dapat dipertimbangkan. Hal lain yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan kawasan dengan mengembangkan jenis tanaman penghasil kayu dan non kayu yang bernilai ekonomis tinggi seperti jati dan tanaman kesambi (untuk produksi kutu lak). Budidaya kedua jenis tanaman tersebut dapat dikembangkan di dalam kawasan hutan, terutama dalam kawasan hutan produksi, dan juga di luar kawasan hutan. 

Kebijakan dan program pembinaan masyarakat di sekitar kawasan hutan dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi alternatif, dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap kawasan hutan yang pada gilirannya kelestarian kawasan hutan terutama pada kawasan hutan lindung maupun kawasan hutan produksi terbatas tetap dapat terjaga.
5.   Perikanan
a. Perikanan Tangkap

Kabupaten Rote Ndao memiliki potensi perairan yang sangat besar luas wilayah perairan kabupaten ini adalah 2.376 km2. Perairan Rote Ndao memiliki potensi perikanan tangkap yang juga besar. Jenis-jenis ikan yang potensial antara lain adalah tongkol, tenggiri, kakap, kembung dan cakalang. Selain ikan, lautan Rote Ndao juga menghasilkan kepiting, udang, lobster, kerang, teripang, gurita, cumi-cumi, kerapu dan layang.
Akan tetapi harus diakui bahwa potensi perikanan tangkap yang besar belum dikelola secara optimal. Aktivitas penangkapan ikan masih terkonsentrasi di wilayah perairan pantai (<12 mil).  Operasi penangkapan kebanyakan dilakukan secara harian (one day fishing operation) karena sebagian besar hanya memiliki perahu tanpa motor dan motor tempel. Demikian pula, peralatan tangkap yang digunakan sebagian besar adalah alat untuk beroperasi di perairan pantai. Dengan ukuran kapal dan alat tangkap seperti ini, maka perairan di luar 200 mil hingga batas Zona Ekonomi Eksklusif hampir belum terjamah oleh nelayan lokal. Hal ini mengakibatkan ketimpangan pemanfatan sumberdaya perairan, tekanan terhadap perairan pantai, dan kerusakan ekosistem laut dangkal.
b. Perikanan Budidaya

Untuk memenuhi permintaan pasar akan komoditi perikanan tertentu, dan semakin terbatasnya pasokan dari kegiatan penangkapan, usaha perikanan budidaya menjadi sangat penting dan strategis. Potensi komoditi perikanan budidaya seperti lobster, bandeng dan rumput laut, sangat besar. Akan tetapi, sejauh ini, potensi yang sudah mulai dikelola baru sebatas budidaya rumput laut. 

Budidaya rumput laut yang sudah berlangsung baru mencapai 8,69% dari potensi areal budidaya rumput laut yang tersedia. Dengan demikian masih tersedia peluang pengembangan, yang tentunya harus diikuti dengan upaya penyediaan sarana dan prasarana penunjang usaha seperti permodalan, pembinaan teknologi budidaya, sistem pasar dan perniagaan yang merangsang tumbuh dan berkembangnya usaha budidaya rumput laut tersebut. Bahkan untuk jangka panjang, paling tidak akhir rencana pembangungan jangka panjang 20 tahun kedepan, berdiri dan beroperasinya suatu industri pengolahan rumput laut secara lokal mesti menjadi kenyataan. Untuk itu kerjasama kemitraan investasi mutlak dikembangkan, yang mana hal ini akan sangat penting dalam mendorong peningkatan penyerapan nilai tambah (value added) secara lokal, termasuk peningkatan penyerapan tenaga kerja dan manfaat ekonomi lainnya.
6. Peternakan

Kabupaten Rote Ndao memiliki potensi peternakan yang cukup besar. Luas padang penggembalaan adalah 44.000 ha, atau lebih kurang 35% dari total luas wilayah pulau Rote, akan tetapi potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dapat ditunjukkan oleh angka kepadatan teknis (perbandingan antara populasi ternak dengan luas padang penggembalaan) yang tergolong rendah, yakni < 1. Persoalannya adalah bahwa potensi padang penggembalaan ini tidak didukung oleh kapasitas tampung yang memadai, yakni hanya  <1 unit ternak (UT) per hektar, dimana penyebabnya antara lain: a) produksi dan produktivitas rumput alam yang rendah; b) kualitas pakan dari rumput alam rendah, dan c) rendahnya proporsi rumput dari golongan leguminosae. 

Jenis ternak utama yang potensial untuk dikembangkan di daerah ini meliputi: ternak besar yakni sapi, kerbau, kuda; ternak kecil yakni kambing, domba dan babi; dan ternak unggas seperti ayam buras dan itik. Populasi ternak besar pada tahun 2007 untuk sapi, kerbau dan kuda masing-masing 15.107 ekor, 10.727 ekor dan 4.492 ekor. Populasi ternak kecil pada tahun yang sama untuk kambing, domba dan babi berturut-turut  32.748, 20.208 dan 64.773 ekor, sedangkan untuk ayam buras dan itik masing-masing sebesar 113.797 dan 278 ekor. 

Produksi peternakan, terutama ternak besar dan kecil di masa depan dapat ditingkatkan secara signifikan apabila perbaikan kualitas padang penggembalaan dan manajemen usaha peternakan diperbaiki. Demikian juga upaya pembinaan peternak yang dibarengi dengan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit, pengembangan  sumber-sumber air buatan seperti embung, serta bantuan teknologi budidaya/pemeliharaan dan bantuan ekonomis lainnya sangat diperlukan.
7.
Industri

Secara makro regional, potensi industri pengolahan dalam skala industri menengah dan industri kecil cukup potensial yang dapat dikatakan bahwa hingga saat ini belum dikelola secara lebih baik. Demikian juga Industri Kerajinan Rumah Tangga (IKRT) yang mengolah berbagai bahan baku lokal asal pertanian maupun non-pertanian dengan derajad penyerapan TK yang cukup besar, akan tetapi dalam perkembangannya cenderung mengalami penurunan. Upaya peningkatan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan industri pengolahan dan IKRT yang dikelola secara terpadu dengan sektor-sektor produksi lainnya yang memiliki keterkaitan kedepan (forward linkage) dan kebelakang (backward linkage) yang kuat, diharapkan dapat mendongkrak perkembangan perekonomian regional di Kabupaten ini. 
8. Pariwisata

Sektor pariwisata di Kabupaten Rote Ndao pada kurun waktu lima tahun terkahir semakin penting peranannya, bahkan kedepan diharapkan pariwisata dapat dikembangkan menjadi suatu bentuk industri yang tangguh dan mampu menjadi penggerak perekonomian regional di Kabupaten ini. Jumlah dan penyebaran potensi obyek wisata baik obyek wisata alam daratan, wisata alam pantai dan laut dan obyek wisata budaya tampaknya belum dikelola secara baik, bahkan  salah satu event  lomba surving bertaraf internasional di salah satu obyek wisata pantai yakni pantai Boa-Nemberala, Kecamatan Rote Barat dalam pelaksanaannya masih terus memerlukan pembenahan. Permasalahan yang muncul akibat masih minimnya dukungan masyarakat, belum terintegrasinya pengembangan pariwisata dengan kegiatan-kegiatan sektor penunjang lainnya, rendahnya infrastruktur dan aksesibilitasnya, rendahnya penataan obyek dan upaya promosi, serta belum adanya upaya pengembangan kerjasama pariwisata lintas daerah terutama dengan daerah yang lebih maju sektor pariwisatanya.

9.
Perdagangan

Perusahaan perdagangan di Kabupaten Rote Ndao masih relatif terbatas baik dalam jumlah maupun klasifikasi. Sampai tahun 2007 total perusahaan perdagangan sebanyak 199 unit usaha, dengan rincian pedagang besar sebanyak 2 unit, pedagang menengah 24 unit dan pedagang kecil sebanyak 173 unit. Dari sisi klasifikasi perusahaan perdagangan antara tahun 2003-2007 adalah kelompok pedagang kecil menunjukkan pertumbuhan yang signifikan yakni mencapai 86,93%, sementara pedagang besar dan menengah relatif rendah. Situasi ini memberikan pemahaman bahwa orientasi perdagangan masih didominasi untuk pemenuhan kebutuhan lokal. Selanjutnya bahwa kecenderungan perdagangan keluar yang dilakukan oleh kelompok pedagang besar dan menengah, terutama pada komoditi-komoditi unggul umumnya dalam bentuk bahan mentah sehingga tidak terjadi peningkatan nilai tambah dan minimnya diversifikasi produk yang pada akhirnya memberikan dampak yang rendah pada penambahan usaha baru dan penyerapan tenaga kerja. 
Mengatasi kecenderungan yang ada, maka kreasi kebijakan untuk lebih mendorong pertumbuhan unit-unit usaha baru merupakan langkah penting yang perlu dikembangkan. Demikian pula pembinaan unit-unit usaha melalui program pemberdayaan seperti intensifikasi modal, pembinaan manajemen usaha, informasi pasar, dan kerjasama perdagangan antar daerah untuk jangka menengah dan panjang diharapkan akan mendongkrak perekonomian di Kabupaten Rote Ndao secara signifikan dan berkelanjutan. 

10. Koperasi dan UMKM

Sebagai lembaga ekonomi yang berbasis pada masyarakat luas, koperasi dan UMKM berperan penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi di daerah. Sampai tahun 2007 jumlah Koperasi di Kabupaten Rote Ndao adalah sebanyak 61 unit. Jumlah ini merupakan perkembangan akhir dari tahun 2003 sebanyak 34 unit, atau meningkat hampir dua kali lipat. Dari sisi perkembangan jumlah anggota diikuti pula dengan pertambahan jumlah anggota koperasi dan jumlah nilai sisa hasil usaha dari koperasi. 
Persentase jumlah anggota koperasi relatif masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk, demikian pula jumlah SHU hanya sebesar Rp.312.578.200,- dengan hutang sebanyak Rp.1.533.000.000,-. Gambaran kinerja perkembangan keanggotaan dan ekonomi finansial yang ada, memberikan pemahaman bahwa dukungan unit-unit koperasi dan UMKM di Kabupaten Rote Ndao bagi perkembangan perekonomian penduduk dan daerah masih sangat rendah. Dengan demikian upaya penguatan koperasi dan kelompok UMKM perlu terus didorong untuk lebih berperan dalam pembangunan ekonomi daerah, dengan mempertimbangkan minimnya jumlah lembaga keuangan resmi seperti perbankan yang melayani kebutuhan masyarakat.
2.4. Infrastruktur 

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi, sekaligus sebagai penunjang semua kegiatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur meliputi sistem transportasi dan perhubungan, ketenagalistrikan, telekomunikasi, prasarana dan sarana perumahan dan permukiman termasuk air minum dan sanitasi, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
2.4.1.  Transportasi dan Perhubungan
Prasarana transportasi dan perhubungan mencakup prasarana jalan dan jembatan, perhubungan darat, laut dan udara. Ketersediaan prasarana dan sarana tersebut sangat penting untuk mendukung pengembangan wilayah secara terpadu dan kelancaran arus distribusi barang dan jasa, terutama meningkatkan perekonomian dan menghubungkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk meningkatkan akses kedaerah lainnya. Peranan transportasi juga sangat penting untuk mengakses pulau-pulau kecil dan terluar sebagaimana kondisi kabupaten Rote Ndao yang terdiri dari 102 pulau-pulau kecil. Kabupaten Rote Ndao secara geografis juga terpisah dengan kabupaten lainnya di Provinsi NTT karena merupakan kabupaten kepulauan sehingga peranan prasarana transportasi dan perhubungan sangat penting dalam pengembangan wilayah.
2.4.1.1. Prasarana Jalan dan  Jembatan 
Sesuai data BPS Panjang jalan di Kabupaten Rote Ndao pada Tahun 2007, sepanjang 706.22 km dengan status jalan negara 0 %, jalan provinsi 11.19 %, jalan kabupaten 57,77 % dan sisanya merupakan jalan  desa dan non status sebanyak 31,04 % (Rote Ndao dalam Angka, Tahun 2008), sementara data Dinas Kimpraswil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2008, menunjukan panjang jalan negara 30.15 km, jalan provinsi 51.25 km sedangkan jalan Kabupaten 448 km serta jalan desa dan non status 1.540,38 km. 
Sebagai kabupaten yang relatif baru terbentuk dari hasil pemekaran tahun 2002,  maka pembangunan infrastruktur jalan terutama di ibukota kabupaten masih sangat kurang baik dari segi panjang dan lebar jalan maupun kualitas jalan yang ada, umumnya lebar jalan di Ba’a sebagai ibukota Kabupaten Rote Ndao rata-rata  4 m, hal ini sangat kurang jika dibandingkan tingkat kebutuhan jalan di ibukota kabupaten. Berdasarkan kondisi jalan di Kabupaten Rote Ndao; kondisi baik : 40.01% ; kondisi sedang : 23.83 %, kondisi rusak dan rusak berat : 36.16%. Sedangkan permukaan jalan terdiri dari : jalan aspal 32,9 %, kerikil 17,3 %, sedangkan permukaan tanah dan lainnya 49,8 %.

Sebaran jalan di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan bahwa semua kecamatan telah dihubungkan dengan prasarana jalan, walaupun masih ada 22 desa dari 80 desa/kelurahan di Rote Ndao dimana keseluruhan permukaan jalannya masih dari tanah. Dari data jalan yang ada maka pemerintah daerah perlu terus mengembangkan prasarana jalan terutama pada daerah-daerah produksi dan pariwisata, disamping meningkatkan status jalan yang ada. Panjang jalan secara keseluruhan di Kabupaten Rote Ndao  4,13 % dari total panjang jalan se provinsi NTT (17.079,04 km pada tahun 2006). Dengan indeks aksebilitas jaringan jalan 0,552 km/km2, lebih besar dari aksebilitas provinsi NTT (0,33 km/km2) dengan kepadatan 0,53 unit/km dari 364 unit kendaraan roda empat (kendaraan bis/mikrolet, trukc, pick  up) di luar jumlah sepeda motor sebanyak 5.240 unit pada tahun 2007 . Jembatan sebagai penghubung ruas jalan ada 51 buah dengan panjang 594 m dan kondisi rusak mencapai 15,15 % (Profil Rote Ndao, 2008)

2.4.1.2. Perhubungan Darat

Prasarana perhubungan darat meliputi prasarana dan sarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Angkutan Sungai, Danau , Penyebrangan (ASDP). Untuk menunjang operasional LLAJ perlu didukung prasarana dan sarana terminal penumpang dan pengujian kendaraan yang memadai. Fasilitas jalan raya ke depan sangat dibutuhkan seiring semakin bertambahnya kendaraan bermotor dewasa ini, terutama pada daerah perkotaan (ibukota kabupaten dan kecamatan) serta daerah-daerah yang rawan kecelakaan. Keberadaan unit pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar sangat diperlukan serta tersedianya terminal angkutan darat dengan fasilitas pendukung lainnya perlu ditingkatkan 

Angkutan ferry merupakan sarana transportasi yang dikelolah ASDP sangat penting bagi masyarakat Rote Ndao, disamping untuk distribusi barang dan jasa, angkutan ferry juga merupakan sarana yang banyak digunakan untuk transportasi masuk dan keluar wilayah Kabupaten Rote Ndao.

2.4.1.3. Perhubungan Laut
Rote Ndao merupakan kabupaten kepulauan dan dikelilingi oleh laut lepas, sehingga peranan transportasi laut sangat penting untuk kegiatan ekonomi. Kabupaten Rote Ndao mempunyai empat pelabuhan yakni : pelabuhan ferry Pantai Baru, pelabuhan Ba’a, dan Pelabuhan perikanan Papela serta pelabuhan Ndao yang relatif tidak ada kegiatan (data nol). Keempat pelabuhan tersebut dua pelabuhan  lebih banyak melayani operasional ASDP karena umumnya melayani kapal ferry yakni pelabuhan Pantai Baru melayani ferry lambat sedangkan pelabuhan Ba’a melayani ferry cepat, sementara pelabuhan Papela lebih bersifat pelabuhan rakyat yang lebih banyak melayani kapal-kapal perikanan sementara pelabuhan Ndao justru beberapa tahun terakhir tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Pelabuhan Ba’a disamping melayani ferry cepat juga berfungsi melayani kapal-kapal dari luar daerah yang akan melakukan bongkar-muat barang namun kondisinya sebagian dermaga dalam keadaan rusak serta belum memiliki terminal penumpang yang layak, oleh karena itu sebagai pelabuhan utama dan merupakan gerbang utama masuk ke Kabupaten Rote Ndao melalui laut karena lokasinya tepat berada di ibukota kabupaten, maka perlu peningkatan status melalui pengembangan pelabuhan dan terminal penumpang sesuai dengan standar yang ada.
Data kunjungan kapal di pelabuhan Pantai Baru dan pelabuhan perikanan Papela Tahun 2006 dan 2007 terjadi penurunan sekitar 50% dari Tahun 2005, sedangkan pelabuhan Ba’a justru meningkat terutama jumlah barang yang naik meningkat 30,58% dan kegiatan bongkar hanya meningkat 9,4% pada Tahun 2007 dari Tahun 2005, hal tersebut menunjukkan pesatnya kegiatan bongkar-muat dipelabuhan dan ada perbedaan yang cukup besar jumlah barang yang keluar dari Rote Ndao dibanding dengan barang masuk melalui pelabuhan laut, sehingga kedepan prasarana dan sarana pelabuhan termasuk gudang dan areal parkir perlu ditingkatkan.
2.4.1.4. Perhubungan Udara

Bandar udara Lekunik Rote Ndao merupakan salah satu dari 14 pelabuhan udara di provinsi NTT sekaligus pintu gerbang masuk Kabupaten Rote Ndao melalui udara. Namun status pelabuhan udara tersebut masih merupakan pelabuhan udara perintis dan hanya dapat dipergunakan untuk pesawat yang relatif kecil. Frekuensi penerbangan pada tahun 2006 mencapai 125 kali dengan rata-rata 3 kali penerbangan seminggu, namun pada tahun 2007 mengalami penurunan frekuensi penerbangan hanya sekali seminggu.


Frekuensi penerbangan ke Pelabuhan Udara Lekunik, cendrung mengikuti kebutuhan penumpang terutama pada saat cuaca buruk terlihat dari data 2005 s/d 2007 yang cendrung berfluktuasi. Namun kedepan perlu diantisipasi dengan perkembangan runway dan terminal penumpang serta akses prasarana jalan untuk menunjang pariwisata dan program pembangunan lainnya.
2.4.2. Prasarana Ketanagalistrikan


Tenaga listrik sebagai salah satu bentuk energi final memegang peranan yang sangat penting untuk mendorong berbagai aktivitas ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber energi listrik di Kabupaten Rote Ndao dibangkitkan dari tiga jenis  pembangkit yang terdiri dari : 8 unit PLTD yang tersebar diranting/subranting yang dikelola PLN. Dan 311 PLTS skala kecil, serta sebuah unit pembangkit sistem HYBRID.

Jumlah energi listrik yang dibangkitkan dan disalurkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada tahun 2007 adalah 4.598.850 KWh dan melayani 5.498 pelanggan mengalami peningkatan 8 % dari tahun Tahun 2006 yakni 4.245.154 kwh dengan 5.230 pelanggan. 

Jumlah desa/kelurahan yang telah mendapat aliran listrik PLN tahun 2007 sebanyak 83% dari 80 desa/kelurahan di Kabupaten Rote Ndao, sedangkan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik sebanyak 33,7 % rumah tangga, sehingga masih memerlukan peningkatan daya produksi dan perluasan jaringan distribusi
2.4.3. Prasarana dan Sarana Air Minum


Jumlah pemakaian air  minum dari 2 unit PDAM di Kabupaten Rote Ndao tahun 2007 sebesar 329.394 m3 yakni ; PDAM Unit Ba’a/Lobalain : 833 pelanggan dengan jumlah pemakaian 288.767 m3, PDAM Unit Papela/Rote Timur : 274 pelanggan dengan jumlah pemakaian 40.627 m3. Sementara itu jumlah produksi dari kedua unit PDAM tersebut sebanyak 404.652 m3,sehingga terdapat susut transmisi sebesar 74.958 m3. 

Persentase rumah tangga pengguna sumber air minum dari PDAM (10,15 %) yang tersebar pada 67 desa. Disamping itu masih besarnya susut jaringan (18,5%), sehingga perlu diantisipasi dengan pemeliharaan dan peningkatan jaringan perpipaan yang ada. Persentasi rumah tangga menggunakan sumber air minum terbesar menggunakan sumur  62%, maka peningkatan dan penataan prasarana sanitasi seperti jarak sumur dan MCK perlu diperhatikan, drainase dan lainnya perlu ditingkatkan sehingga air tanah tidak tercemar.

2.4.4. Prasarana Telekomunikasi  dan Informasi
Perkembangan prasarana telekomunikasi dan informasi dewasa ini sangat pesat termasuk berkembangnya teknologi telepon seluler yang dikelola pihak swasta sehingga berpengaruh pada penggunaan telepon kabel (PSTN) yang dikelola PT. Telkom. Sejak Tahun 2005 kecendungan peningkatan pelanggan telepon PSTN sangat kecil, bahkan telepon umum cendrung menurun.

Persentase pelanggan telepon PSTN di Kabupaten Rote Ndao sangat kecil dibanding dengan jumlah pelanggan se NTT yakni kurang 1 %, sedangkan dalam pemanfaatan jasa Pos, Kabupaten Rote Ndao adalah daerah yang paling sedikit pelayanan jasa pengiriman surat melalui pos yaitu sebanyak 18.019 lembar surat untuk semua jenis surat.
2.4.5. Prasarana dan Sarana Perumahan dan Pemukiman


Jumlah rumah tangga di Kabupaten Rote Ndao tahun 2006 sebanyak 27.244 dari 107.623 penduduk sedangkan tahun 2007 sebanyak 28.190 buah dengan jumlah penduduk 109.610 jiwa. Data tersebut menunjukkan kepadatan 3,95 menjadi 3,88 atau rata-rata 4 orang per rumah tangga. 

Persentase Fasilitas perumahan berupa atap layak, dinding, lantai bukan tanah menunjukkan adanya penurunan sekitar 5 % pertahun (2005 s/d 2007), hal tersebut diperkuat data setiap kecamatan (Sumber : Kecamatan dalam Angka se Kab. Rote Ndao, 2008) menunjukkan bahwa  12.320 unit rumah (45,2%) di tahun 2007 merupakan rumah darurat dan lebih 10.000 unit belum memiliki jamban/WC. Berdasarkan fakta di atas bahwa pemerintah perlu upaya nyata dalam membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraanya terutama kebutuhan primer seperti perumahan dan sanitasi.
2.4.6. Sarana Prasarana Sumberdaya Air
Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya sebanyak 38 buah, pemeliharaan dan rehabilitasi  embung dan bangunan penampung air lainnya 40 buah; pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa 16.080 m’, dan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 13.450 m’. (Rekapitulasi Program Kegiatan, Dinas Kimpraswil Kab. Rote Ndao Tahun 2003 s/d 2008)

Luas areal yang dilayani daerah irigasi di Kabupaten Rote Ndao adalah 24.037 Ha, dengan panjang saluran tersier 59.324 m yang terdiri dari saluran permanen 4.855 m dan saluran tanah 54.469 m, sedangkan saluran sekunder sepanjang 50.702 m dengan saluran permanen 2.535 m dan tanah 48.167 m. Dari sejumlah prasarana pengairan tersebut ada 46% dari panjang irigasi mengalami kerusakan.
2.5.  Politik dan Pemerintahan 

Kondisi kehidupan demokrasi di kalangan masyarakat Rote Ndao telah mengalami perkembangan yang signifikan ke arah yang semakin sehat. Seiring dengan perubahan tata pemerintahan dan politik nasional, sejak runtuhnya orde baru, pemerintah kabupaten telah diberi otonomi yang lebih besar untuk mengelola potensi daerahnya. Hal ini ditandai dengan terbentuknya Kabupaten Rote Ndao sebagai satu kabupaten otonom melalui UU Nomor 9 Tahun 2002. Sejak berdirinya, Kabupaten Rote Ndao telah melaksanakan dua kali pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah pertama dilaksanakan  pada Tahun 2003, melalui pemilihan oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan kedua dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, melalui pemilihan kepala daerah secara langsung (PILKADA) dalam Tahun 2008. 

Kemajuan kehidupan perpolitikan rakyat daerah ini dapat dilihat dari sejumlah indikator. Pertama adalah suksesnya pelaksanan dua pemilihan umum (PEMILU) yang berlangsung sejak Rote Ndao menjadi kabupaten otonomi, yakni Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 yang baru berlangsung. Dalam dua pemilu yang disebutkan ini, hampir semua partai politik yang bertarung di tingkat nasional memiliki kelembagaannya (DPD II) di Kabupaten Rote Ndao. Pada Pemilu 2004, sebelas partai politik berhasil menempatkan wakilnya di DPRD Rote Ndao. Ke sebelas parpol tersebut, dengan jumlah wakilnya di DPRD masing-masing adalah Golkar (7), PDIP (4), PPD (3), PDS (2), PNBK (2), PPP (1), dan Partai Demokrat, PKPI, PPDI, PPIB dan PKB masing-masing satu kursi. Kabupaten Rote Ndao telah sukses menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pertamanya secara langsung pada bulan November dan Desember 2008. Pilkada tersebut berlangsung dua putaran, dan berhasil menempatkan pasangan Leonard Haning dan Marthen Luther Saik (Lentera), dari calon independen sebagai bupati dan wakil bupati Rote Ndao 2009-2014.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik cukup tinggi, yang ditunjukkan melalui keikutsertaan dalam pemilu legislatif dan pilpres 2004, pemilu legislatif 2009 dan pilkada 2008. Partisipasi pemilih dalam Pilkada di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2008 tergolong cukup besar. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa partisipasi pemilih sangat signifikan bagi legitimasi pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao 2009–2014. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu Legislatif 9 April 2009 yang baru lewat juga tergolong tinggi, yakni 88%. Dari 72.021 pemilih yang tertera pada daftar pemilih tetap (DPT), 63.252 orang di antaranya menggunakan haknya dalam pemilu legislatif 2009.

Kondisi kapasitas pemerintah daerah dapat dilihat dari aspek kelembagaan perangkat daerah yang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah. Kelembagaan perangkat daerah Kabupaten  Rote Ndao, terdiri dari: 2 (dua) lembaga sekretariat; 14 (empat belas) dinas daerah; dan lembaga teknis yang terdiri dari 5 (lima) badan; 3 (tiga) kantor; 8 (delapan) kecamatan dan 7 (tujuh) kelurahan. 
Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami penyempurnaan secara bertahap melalui menataan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Diantara kebijakan dimaksud dituangkan dalam sejumlah peraturan pemerintah (PP), seperti PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan dan Perumusan Organisasi Perangkat Daerah, PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yang direvisi dan menjadi PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini membuktikan upaya  terus menerus untuk menyempurnakan sistem kelembagaan birokrasi daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.  

Berdasarkan PP Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan berdasarkan variabel-variabel: a) Jumlah Penduduk; b) Luas Wilayah, dan c) Jumlah APBD. Dalam lampiran regulasi tersebut, dinyatakan tentang sistematika perhitungan penetapan skor, sebagai dasar penetapan jumlah besaran organisasi pasal 21 - PP 41 Tahun 2007.

Sesuai PP 41 tahun 2007, secara struktural dan fungsional, Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari (1) Sekretariat Daerah,  Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-dinas Daerah,  dan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah. Selain lembaga tersebut, juga ada kelembagaan kecamatan dan kelurahan. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Tugas utamanya adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Sementara itu, Kelurahan/Desa merupakan wilayah kerja lurah/kepala desa sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan dan desa sebagai wilayah kerja yang otonom. 

Unit Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao hingga Tahun 2008 terdiri dari dua sekretariat, 14 dinas daerah dan Lembaga Teknis Daerah (LTD), sebagai berikut:
Tabel 2.1.

Unit Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Rote Ndao hingga Tahun 2008 

	SEKRETARIAT
	DINAS
	LTD

	1. Sekretariat Daerah

2. Sekretariat DPRD
	1. Dinas Pertanian, Perkebunan & Kehutanan

2. Dinas Peternakan

3. Dinas Kelautan dan Perikanan

4. Dinas Kesehatan

5. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah

6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

7. Dinas Perhubungan

8. Dinas Koperasi dan PKM

9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

10. Dinas Pendapatan Daerah

11. Dinas Pariwisata dan Seni Budaya

12. Dinas Pertambangan dan Energi

13. Dinas Pendidikan

14. Dinas Kependudukan dan KB
	1. BAPPEDA

2. BKPMD

3. Badan Pengawas

4. BPMD

5. BAPELDALDA
6. Satpol PP

7. Linmas

8. PDE

9. RSUD



Sumber: BKD Kabupaten Rote Ndao
2.6. Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup 
Sumberdaya alam merupakan sumberdaya atau kekayaan yang disediakan oleh alam baik berupa sumberdaya alam hayatii maupun sumberdaya alam non-hayati. Sumberdaya alam dapat dikelompokkan sebagai sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dalam pengelolaan sumberdaya alam benang merah yang utama ádalah mencegah timbulnya efek negatif terhadap lingkungan dan mengusahakan kelestarian sumberdaya alam agar bisa digunakan secara terus-menerus. Degradasi sumberdaya alam pada umumnya disebabkan oleh faktor antropogenik yaitu kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia sehingga terjadi penurunan kualitas sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup. 

Bagi kabupaten Rote Ndao, isu-isu lingkungan yang cukup relevan mencakup degradasi kualitas sumberdaya alam, polusi, dan perlindungan plasma nutfah. Degradasi kualitas sumberdaya alam terjadi di darat dan laut. Di darat, kerusakan yang terjadi antara lain adalah meluasnya lahan kritis. Pada tahun 2008, luas lahan yang kritis di Kabupaten Rote Ndao mencapai 33.421 ha, yang terdiri dari lahan kritis dalam kawasan hutan sebanyak 8.458 Ha (25,31%) dan lahan kritis di luar kawasan hutan sebanyak 24.963 Ha (74,69%). Degradasi sumberdaya alam di laut dan pesisir, terutama dalam bentuk kerusakan terumbu karang, akibat aktivitas penangkapan ikan dengan cara-cara destrutif, dan kerusakan ekosistem pantai, terutama ekosistem mangrove.

Dari sisi plasma nutfah, Kabupaten Rote Ndao memiliki beberapa spesies satwa yang khas dan kelestariannya harus dijaga. Diantara satwa langkah yang ada adalah kura-kura berleher ular. Jenis kura-kura ini hanya dijumpai di Rote, dengan populasi yang sangat rendah dan harganya mencapai jutaan rupiah. 

Potensi sumberdaya alam yang juga sangat penting adalah pulau-pulau kecil yang terdapat di kabupaten ini. Kabupaten Rote Ndao memiliki 102 pulau kecil dengan panorama alam, pantai, dan taman laut menawan. Potensi eksotik dari pulau-pulau ini dapat saja menggoda investor besar untuk mengelolanya demi keuntungan ekonomi semata. Pengelolaan yang tidak bijaksana dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di kepulauan ini. 
Pulau Rote secara umum dapat dikatakan pulau yang tidak memiliki sumber energi fosil, namun demikian potensi sumberdaya energi terbarukan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Sebagai contoh, potensi energi terbarukan yang dimiliki Desa Nembrala meliputi sumber energi matahari dengan intensitas matahari rata-rata 5 kWh/m2/hari dan kecepatan angin rata-rata 3,1 – 5,6 m/detik, sehingga pemanfataan sumberdaya energi matahari dan energi angin sangat mungkin diterapkan untuk pelistrikan di wilayah tersebut.
2.7. Hukum dan HAM 

Supremasi hukum dewasa ini adalah supremasi hukum yang dikonstruksikan secara demokratis. Masalah validitas hukum tidak lagi hanya ditekankan pada aspek-aspek filosofis dan yuridis saja, tetapi juga mencakup aspek sosiologisnya. Masalah efektivitas sistem hukum tidak lagi bertumpu pada kekuatan daya paksa yang melebihi daya resistensi, tetapi bergeser ke masalah efektivitas yang bertumpu pada dukungan sosial. Ini berarti bahwa selain wajib sesuai dengan struktur hukum nasional, struktur hukum di daerah juga mesti bersifat kontekstual yang memungkinkan akses ke keadilan dapat menempuh berbagai cara dan memanfaatkan berbagai lembaga alternatif. Ini berarti bahwa substansi hukum produk daerah tidak semata merupakan penjabaran dari ketentuan perundangan yang lebih tinggi melainkan juga dimaksudkan untuk mengontrol menyelesaikan masalah-masalah sosial.

Konsekuensi otonomi daerah kabupaten-kota antara lain, dikonstruksinya produk hukum yang secara konseptual mungkin sesuai kebutuhan lokal namun belum tentu sesuai dengan ketentuan hukum lebih tinggi yang dijadikan referensi, vice versa.  Model konstruksi hukum pada tataran legislasi telah bertambah dari penekanan pada validasi substansi pada ketentuan hukum yang lebih tinggi dan keabsahan prosedural konstruksi serta keabsahan otoritas konstruktor, dengan justifikasi saintifik (naskah akademik), penyerapan aspirasi rakyat, kearifan lokal dan orientasi utilitarian mendampingi keadilan dan kepastian.

Penguasaan tanah tanpa hak, nepotisme dalam rekrutmen PNS, TKI/TKW illegal, KDRT, konflik horizontal dan vertikal, penguasaan dan eksploitasi pulau-pulau kecil, cyber crime, merupakan aneka masalah sosial yang menonjol selama sepuluh tahun terakhir. Tetapi penekanan kalangan akademik seperti ini tidak selaras dengan model konvensional kepolisian yang lebih cenderung menekankan urgensi kejahatan-kejahatan konvensional seperti: pencurian ternak (Curat), Curas, pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), pembunuhan, perkosaan dan kenakalan remaja. Polisi adalah pintu pertama penanganan masalah pidana. Jika perhatian polisi mengutamakan kejahatan-kejahatan konvesional saja, maka kejahatan yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat justru akan lolos dari jeratan hukum.

Selama sepuluh tahun terakhir ini konsep hak asasi manusia (HAM) yang bersifat universal telah mulai diadopsi dalam berbagai kebijakan di daerah-daerah. Dua kelompok masyarakat, yaitu perempuan dan anak-anak dipandang sebagai kelompok yang paling rentan terhadap pelanggaran HAM. Kriteria pelanggaran dimaksud mengadopsi kriteria dalam konsep HAM universal, padahal dalam konsep kultur lokal pelanggaran tertentu dipandang sebagai kelaziman atau bukan pelanggaran. Tetapi kerentanan ini bersifat sementara dan akan tereliminasi di masa depan. Di masa depan diprediksikan terjadi penekanan yang berbeda, yaitu pada aplikasi konsep kebebasan individual. Kebebasan dimaksud berorientasi ganda, yaitu bebas dari hambatan-hambatan artifisial yang tidak wajar atau tidak adil, sebagai prasyarat agar bebas untuk mengaktualisasikan diri secara optimal. Kebebasan sebagai esensi HAM tersebut telah diakui secara konseptual dan dijamin keberadaannya dalam ketentuan-ketentuan hukum nasional dan internasional, dan hanya soal waktu saja untuk diadopsi dalam peraturan daerah (Perda). 

Sebagian besar  pelanggaran HAM di berbagai daerah di NTT dikategorisasikan sebagai pelanggaran HAM anak dan perempuan. Bentuknya adalah KDRT dan penelantaran anak. Kasus-kasus ini baru sekarang mencuat karena memang sebelumnya dikategorikan bukan sebagai perbuatan pidana, bukan KDRT atau penelantaran, dan karena itu bukan pelanggaran HAM. 

Perempuan menjadi korban pelanggaran HAM dalam berbagai status dan peranannya dalam interaksi sosial (isteri, mantan isteri, ibu, anak, menantu, keponakan, saudara, pacar, bekas pacar,  teman kerja dan tetangga). Pelakunya adalah “counter part” dalam interaksi sosial dimaksud (suami, bekas suami,dst). Selain kekerasan fisik dan penelantaran, pelanggaran dimaksud juga ada yang bersifat psikis, ekonomi dan seksual, atau gabungan semuanya. Penyebabnya beraneka: merentang dari karakter pelanggar sampai dengan karakter korban, dari kondisi struktural sampai dengan pola kultural yang tetap. Tidak semua pelanggaran HAM dipublikasikan atau terdata dan ditangangi secara sistemik. “dark number” diduga lebih besar dari yang terdata pada lembaga-lembaga terkait. Biaya sosialnya juga besar, merentang dari menurunnya produktivitas sampai dengan biaya-biaya penanggulangan dan pemulihan. Selain respons secara hukum, terdapat juga penanggulangan secara medis, perlindungan sosial, peningkatan kesejahteraan, pembinaan pelaku, dan pemberdayaan korban dalam rangka memperbaiki “bargaining position”-nya. Ketidak-pedulian terhadap gejala pelanggaran HAM anak (penelantaran) disebabkan oleh luasnya skala kejadian.
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